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Abstrak  
Perjanjian nominee sering digunakan untuk mengakali larangan kepemilikan tanah oleh Warga 
Negara Asing (WNA), dengan tanah tercatat atas nama Warga Negara Indonesia (WNI), namun 
dikendalikan oleh WNA. Praktik ini memunculkan permasalahan hukum dan sosial, khususnya 
di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan sosial dari perjanjian 
nominee dalam kepemilikan tanah oleh WNA, dengan fokus pada Putusan No. 
274/Pdt.G/2020/PN Dps. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan 
pendekatan kasus dan analisis literatur hukum untuk mengkaji legalitas dan dampak praktik 
perjanjian nominee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee melanggar 
Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat 
sahnya perjanjian. Putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian nominee menunjukkan 
komitmen untuk menegakkan hukum agraria dan mencegah praktik ilegal. Diperlukan 
penegakan hukum yang lebih ketat, penguatan regulasi, pengawasan, dan edukasi hukum yang 
menyeluruh untuk mengatasi perjanjian nominee dan memastikan kepemilikan tanah tetap 
dikelola oleh WNI secara adil dan berkelanjutan. 
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Abstract 

The nominee agreement is often used to circumvent the prohibition on land ownership by Foreign 
Nationals (WNA), where the land is officially registered under the name of an Indonesian Citizen 
(WNI) but controlled by a WNA. This practice raises legal and social issues, particularly in Bali. This 
study aims to analyze the legal and social implications of the nominee agreement in land ownership 
by WNA, with a focus on Decision No. 274/Pdt.G/2020/PN Dps. This study uses a normative juridical 
method, with a case approach and legal literature analysis to examine the legality and impacts of 
the nominee agreement practice. The study finds that the nominee agreement violates the Basic 
Agrarian Law No. 5 of 1960 and Article 1320 of the Civil Code regarding the requirements for valid 
agreements. The court's ruling to annul all nominee agreements demonstrates a commitment to 
enforcing agrarian law and preventing illegal practices. Stricter law enforcement, strengthened 
regulations, enhanced supervision, and comprehensive legal education are needed to address 
nominee agreements and ensure that land ownership is managed fairly and sustainably by 
Indonesian citizens (WNI).  
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1. Pendahuluan 
Bali sebagai destinasi wisata internasional telah menarik minat banyak warga 

asing untuk tinggal dan berinvestasi di pulau tersebut. Pulau ini menawarkan 
keindahan alam, budaya yang kaya, serta infrastruktur pariwisata yang terus 
berkembang, sehingga membuatnya menjadi tempat yang sangat menarik bagi 
investor asing. Sebagai hasilnya, permintaan atas kepemilikan lahan dan properti di 
Bali meningkat secara signifikan. Banyak WNA yang ingin memiliki tanah di Bali 
untuk berbagai tujuan, termasuk pembangunan vila, hotel, atau tempat tinggal 
pribadi.[1] Namun, regulasi ketat yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui 
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 melarang WNA untuk 
memiliki tanah secara langsung di Indonesia. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip 
bahwa tanah adalah aset nasional yang harus dilindungi dan dikelola demi 
kepentingan bangsa Indonesia. 

Larangan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional 
atas sumber daya tanah di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya 
menjaga tanah dari penguasaan asing untuk melindungi kepentingan ekonomi dan 
sosial masyarakat lokal. Kepemilikan tanah oleh WNA dikhawatirkan akan 
mengakibatkan spekulasi harga tanah yang tidak terkendali, yang pada gilirannya 
akan merugikan masyarakat lokal yang semakin sulit untuk memiliki lahan sendiri.[2] 

Sebagai tanggapan atas batasan ini, berbagai modus operandi telah muncul di 
kalangan WNA untuk tetap dapat menguasai lahan di Bali. Salah satu modus yang 
umum digunakan adalah melalui perjanjian nominee, di mana WNA menggunakan 
nama WNI untuk memegang hak milik atas tanah. Dalam skenario ini, WNI hanya 
berperan sebagai pemilik nama saja, sementara kontrol dan manfaat sebenarnya dari 
tanah tersebut tetap berada di tangan WNA. Praktik ini sering kali melibatkan 
perjanjian tambahan yang mengatur hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, tetapi 
pada dasarnya, perjanjian nominee bertujuan untuk mengakali hukum yang melarang 
kepemilikan tanah oleh WNA. Misalnya, modus pernikahan antara WNA dan WNI 
sering digunakan sebagai cara untuk mengakali peraturan kepemilikan lahan. Dalam 
modus ini, WNA menikahi WNI dengan tujuan agar tanah dapat dibeli atas nama 
pasangan mereka. Meskipun tampak sah secara formal, banyak pernikahan ini 
sebenarnya dilakukan tanpa itikad baik dan hanya digunakan sebagai alat untuk 
menghindari regulasi yang ada. Praktik ini menimbulkan berbagai masalah hukum 
dan sosial, termasuk risiko eksploitasi dalam hubungan pernikahan, serta potensi 
konflik hukum jika terjadi perceraian atau perselisihan hak milik. Wirawan (2020) 
mencatat bahwa modus pernikahan ini tidak hanya menimbulkan masalah hukum, 
tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dengan memanfaatkan institusi 
pernikahan untuk tujuan komersial.[3] 

Selain itu sebuah studi oleh Fitria (2018) menunjukkan bahwa perjanjian 
nominee sering kali disertai dengan perjanjian tambahan seperti sewa-menyewa atau 
hutang-piutang untuk memberikan legitimasi palsu terhadap penguasaan tanah oleh 
WNA.[4] Hal ini pun mulai berkembang seperti perjanjian investasi yang dilakukan 
oleh WNA kepada WNI yang juga menjadi indikasi sebagai modus penyeludupan 
hukum dalam perjanjian nominee. Haspada (2018) lebih lanjut membahas tentang 
hubungan perjanjian nominee dengan hukum perdata, serta potensi pelanggaran 
terhadap Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah 
harus sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.[5] Selain itu, Sari et 
al. (2021) mengkaji akibat hukum dari jual beli tanah yang diawali dengan perjanjian 
nominee, yang sering kali berujung pada masalah hukum yang lebih besar.[6] Secara 
keseluruhan, studi-studi ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang jelas 
mengenai larangan kepemilikan tanah oleh WNA, praktik perjanjian nominee terus 
berlangsung dan menimbulkan dampak negatif terhadap tatanan hukum dan sosial. 

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan faktor-
faktor sosial dan ekonomi. Kepemilikan lahan oleh WNA melalui modus pernikahan 
atau perjanjian nominee dapat berdampak negatif pada masyarakat lokal. Kenaikan 
harga tanah akibat permintaan dari WNA sering kali mengakibatkan sulitnya akses 
masyarakat lokal untuk memiliki lahan, yang pada gilirannya dapat memicu 
ketidakpuasan dan ketegangan sosial.[7] 
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Meskipun penelitian yang ada telah memberikan wawasan terkait dengan 
perjanjian nominee dan dampaknya terhadap hukum dan masyarakat lokal, masih 
terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diperhatikan.  

Urgensi untuk memahami regulasi hukum yang mengatur kepemilikan tanah 
oleh WNA di Indonesia sangatlah penting. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk 
menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional, tetapi juga untuk melindungi 
masyarakat lokal dari spekulasi harga tanah yang tidak terkendali. Dengan adanya 
pemahaman yang jelas tentang regulasi yang ada dan efektivitas penerapannya, dapat 
diidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam penegakan hukum yang memungkinkan 
munculnya modus operandi seperti perjanjian nominee dan modus pernikahan. 
Sebagai contoh, dalam putusan Mahkamah Agung No. 274/Pdt.G/2020/PN Dps, 
ditemukan bahwa perjanjian nominee antara WNA dan WNI melanggar Pasal 9 Ayat 
(1), Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 
Tahun 1960 (UUPA) mengenai larangan kepemilikan hak atas tanah oleh WNA. Hal 
ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum masih perlu diperkuat. 

Selain itu, penting untuk mengidentifikasi langkah-langkah selanjutnya oleh 
pemerintah daerah Bali dalam mengatasi praktik-praktik yang berpotensi terjadi 
penyeludupan hukum terhadap tanah dan sumber daya alam lokal. Evaluasi 
efektivitas langkah-langkah tersebut serta tantangan yang dihadapi akan 
memberikan wawasan yang berguna dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif. 
Langkah-langkah seperti pengawasan lebih ketat terhadap transaksi tanah dan 
peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti yang dilakukan oleh 
Gubernur Bali, menunjukkan komitmen dalam menjaga kepentingan masyarakat 
lokal.[8] Namun, tantangan dalam penegakan hukum dan pengawasan tetap menjadi 
perhatian utama untuk memastikan bahwa peraturan kepemilikan tanah tidak 
disalahgunakan. 

 
2. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative untuk mengkaji 
fenomena kepemilikan tanah oleh WNA di Bali melalui perjanjian nominee dan 
modus pernikahan.[9] Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis 
putusan pengadilan, khususnya Putusan No. 274/Pdt.G/2020/PN Dps. Analisis 
dilakukan terhadap regulasi hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Pokok 
Agraria No. 5 Tahun 1960 dan KUHPerdata, serta implikasi hukum dari pelanggaran 
tersebut.  

Penelitian ini berorientasi pada pendekatan kasus (case approach), dengan 
menganalisis kasus perjanjian nominee dalam Putusan No. 274/Pdt.G/2020/PN.Dps 
yang terkait dengan permasalahan Kepemilikan Tanah oleh WNA di Bali. Studi kasus 
dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang implementasi hukum terkait dengan 
perjanjian nominee dalam praktek kepemilikan tanah. Dengan menggunakan 
pendekatan kasus ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 
mendalam dan rekomendasi kebijakan yang efektif dalam menangani praktik 
kepemilikan tanah oleh WNA. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Kepemilikan Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing di Indonesia 
Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan menjadi modal 

utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, pengelolaan tanah diatur 
secara ketat dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah 
terjadinya penguasaan tanah yang tidak sah, terutama oleh pihak asing. Berdasarkan 
Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran 
rakyat. Tanah, sebagai bagian dari bumi, harus dimanfaatkan untuk kepentingan 
bersama dan bukan untuk kepentingan individu atau golongan tertentu, terutama 
pihak asing yang mungkin tidak memiliki kepentingan jangka panjang terhadap 
Indonesia. 

Konsep tanah dalam hukum agraria Indonesia mengandung makna yang sangat 
luas, tidak hanya sebagai bagian dari bumi yang digunakan untuk bertani, 
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berperindustrian, atau mendirikan tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol 
kekuasaan dan pemangku kepentingan dalam perekonomian negara. Dalam konteks 
hukum pertanahan Indonesia, tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur segala 
bentuk hak atas tanah, termasuk bagi Warga Negara Asing (WNA).[10]  

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan dasar hukum yang jelas 
mengenai kepemilikan tanah di Indonesia. Dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA, menyatakan 
bahwa hak atas tanah yang diberikan kepada individu atau badan hukum didasarkan 
pada hak menguasai negara. Hal ini menegaskan bahwa tanah di Indonesia tidak 
dimiliki secara mutlak oleh individu, melainkan tetap berada di bawah penguasaan 
negara. Ketentuan ini memperjelas bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya akan 
sumber daya alam, termasuk tanah, meletakkan prinsip bahwa tanah dikuasai oleh 
negara.  

Dalam UUPA, terdapat beberapa jenis hak atas tanah yang dapat diberikan 
kepada WNI dan badan hukum Indonesia, namun bagi WNA, pembatasan diterapkan 
dengan tegas.[11] Secara umum, WNA yang tinggal atau berinvestasi di Indonesia 
dapat memperoleh hak atas tanah, namun terdapat pembatasan-pembatasan tertentu 
yang berbeda dibandingkan dengan WNI. UUPA menyebutkan beberapa jenis hak atas 
tanah, yang dapat diperoleh oleh individu atau badan hukum, antara lain: hak milik, 
hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa, dan hak untuk 
membuka tanah. Akan tetapi, kepemilikan tanah oleh WNA hanya terbatas pada jenis 
hak tertentu, dan tidak termasuk hak milik.  
1) Hak Milik  

Hak Milik merupakan hak atas tanah yang memberikan hak penuh kepada 
pemiliknya untuk menguasai dan menggunakan tanah tersebut. Namun, Pasal 26 
Ayat (2) UUPA dengan tegas menyebutkan bahwa WNA tidak diperkenankan 
memiliki tanah dengan status hak milik. Bahkan, apabila WNA memperoleh hak 
milik melalui pewarisan atau percampuran harta, tanah tersebut harus dilepas 
dalam jangka waktu satu tahun setelah memperoleh hak tersebut atau setelah 
kehilangan kewarganegaraannya. Tanah yang tidak dilepas dalam jangka waktu 
tersebut akan jatuh kembali ke tangan negara. Hal ini bertujuan untuk menjaga 
agar tanah yang dimiliki oleh WNI tetap tidak dikuasai oleh pihak asing, yang 
berpotensi merugikan kepentingan nasional. 

2) Hak Pakai 
Hak Pakai merupakan salah satu jenis hak yang dapat dimiliki oleh WNA, 

baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis. Sesuai dengan Pasal 42 UUPA, 
hak pakai dapat diberikan kepada WNA yang berkedudukan di Indonesia, serta 
badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia. Hal ini 
memungkinkan WNA untuk memanfaatkan tanah negara atau tanah milik orang 
lain untuk keperluan tempat tinggal atau bisnis, namun hak pakai ini bersifat 
sementara dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. 
Kesepakatan dalam perjanjian ini harus mematuhi ketentuan yang ada, dan tidak 
boleh merugikan salah satu pihak. Hak pakai ini memiliki jangka waktu tertentu 
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan pihak yang terlibat. 

3) Hak Sewa 
WNA juga dapat memiliki hak sewa atas tanah, terutama untuk keperluan 

pembangunan atau usaha. Hak sewa ini memungkinkan WNA untuk 
menggunakan tanah dengan membayar sejumlah uang kepada pemilik tanah. 
Pasal 45 UUPA mengatur bahwa hak sewa ini dapat diberikan kepada WNA yang 
berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang memiliki perwakilan 
di Indonesia. Pasal 44 Ayat (3) UUPA lebih lanjut mengatur bahwa perjanjian 
sewa tidak boleh disertai syarat-syarat yang merugikan salah satu pihak, 
sehingga dapat dipastikan bahwa transaksi sewa tersebut dilakukan dengan 
prinsip keadilan. 

4) Hak Guna Usaha (HGU)  
Pasal 28 Ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa hak guna usaha (HGU) adalah 

hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang 
diberikan untuk tujuan perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. HGU 
diberikan dengan batasan waktu tertentu, dengan ketentuan yang termaktub 
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dalam Pasal 29 UUPA. Namun pemberian HGU tidak serta merta menghilangkan 
kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk 
melepaskan HGU tersebut jika pemegang hak tidak lagi memenuhi syarat yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

Bagi WNA yang mendirikan badan hukum di Indonesia, HGU juga dapat 
diberikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan 
adanya fleksibilitas bagi badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia, 
namun tetap ada pembatasan terkait luas tanah yang dapat dikelola dengan HGU, 
yaitu minimal 5 hektar dan maksimal 25 hektar, serta terbatas pada usaha 
pertanian, perikanan, dan peternakan. Dalam hal ini, HGU berfungsi sebagai 
instrumen yang mendukung sektor ekonomi tertentu, namun juga memberikan 
kontrol kepada negara atas penggunaan tanah yang dikuasai. 

5) Hak Guna Bangunan (HGB) 
Berbeda dengan HGU, yang lebih terfokus pada pemanfaatan tanah untuk 

keperluan usaha produktif, sementara HGB lebih diarahkan pada pemanfaatan 
tanah untuk pembangunan bangunan, secara eksplisit diatur dalam Pasal 35 
Ayat (1) UUPA. 

HGB ini juga memberikan ruang bagi WNA yang mendirikan badan hukum 
di Indonesia untuk memperoleh hak guna bangunan atas tanah yang bukan 
miliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) UUPA. Namun demikian, 
penggunaan HGB oleh WNA atau badan hukum asing di Indonesia tetap dibatasi 
pada ketentuan tertentu, seperti jenis tanah yang dapat dijadikan objek HGB 
(tanah negara atau tanah hak milik), serta kewajiban untuk mendaftarkan hak 
ini pada Kantor Pertanahan untuk tanah milik negara dan melalui proses 
otentikasi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk tanah hak 
milik. 

6) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (Sarusun) 
Dalam perkembangan terkini, terdapat ketentuan baru mengenai 

kepemilikan rumah susun (sarusun) oleh WNA. Berdasarkan Pasal 144 Ayat (1) 
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, WNA yang memiliki izin 
tinggal atau badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia, dapat 
memiliki hak milik atas satuan rumah susun (sarusun). Namun, kepemilikan 
sarusun oleh WNA ini tidak berlaku secara bebas. Terdapat pembatasan dalam 
hal harga, luas tanah, dan lokasi. Kepemilikan sarusun oleh WNA hanya 
diperbolehkan di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, 
pelabuhan, atau kawasan industri tertentu. 

Pengaturan lebih lanjut mengenai kepemilikan sarusun oleh WNA ini diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, 
Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Hal ini 
menunjukkan bahwa meskipun WNA diberi kesempatan untuk memiliki 
sarusun, negara Indonesia tetap menjaga agar kepemilikan tersebut tidak 
melampaui batas yang dapat merugikan kepentingan nasional.. 

Pembatasan hak atas tanah bagi WNA di Indonesia bukan tanpa alasan. Negara 
Indonesia, melalui UUPA, secara tegas membatasi jenis hak atas tanah yang dapat 
dimiliki oleh WNA.[12] Hal ini bertujuan untuk memastikan agar kekayaan alam 
Indonesia, terutama tanah, tetap berada di tangan bangsa Indonesia dan 
dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.  

Kepemilikan tanah oleh WNA yang berlebihan, terlebih dengan hak milik, 
dikhawatirkan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, dan politik negara. 
Pasal 21 Ayat (3) UUPA menyatakan bahwa apabila seorang WNA memperoleh hak 
milik atas tanah, maka tanah tersebut akan jatuh kepada negara, dan pemegang hak 
milik harus melepaskan hak tersebut dalam waktu satu tahun setelah kehilangan 
kewarganegaraan Indonesia atau memperoleh hak tersebut karena pewarisan. Hal ini 
bertujuan untuk menjaga agar tanah yang dimiliki oleh WNI tidak jatuh ke tangan 
pihak asing, yang bisa merugikan kepentingan nasional. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (2) UUPA, setiap transaksi yang 
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik kepada WNA atau badan hukum asing 
akan batal demi hukum, dan tanah tersebut akan jatuh kembali kepada negara. Oleh 
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karena itu, negara memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan dan pengaturan 
tanah, untuk menghindari penguasaan tanah yang tidak sah oleh pihak asing. 

Pengawasan terhadap kepemilikan tanah oleh WNA sangat penting dalam 
rangka menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam, melindungi hak-hak WNI, 
serta menghindari adanya praktik penyalahgunaan tanah. Negara memiliki hak untuk 
membatalkan hak milik atau hak lainnya yang diberikan kepada WNA apabila 
ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Selain 
itu, pengawasan yang ketat juga bertujuan untuk memastikan bahwa tanah digunakan 
untuk kepentingan yang sesuai dengan tujuan negara, yakni untuk kemakmuran 
rakyat Indonesia. 

Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh 
WNA juga diperlukan untuk mencegah terjadinya praktek spekulasi tanah dan 
penyerobotan tanah yang dapat merugikan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, 
setiap transaksi tanah yang melibatkan WNA, baik itu jual beli, sewa, atau hak pakai, 
harus dilaporkan dan didaftarkan dengan tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini 
bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah di 
Indonesia. 

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kepemilikan tanah oleh WNA di Indonesia 
sangat terbatas. WNA pada dasarnya hanya dapat menguasai tanah melalui hak pakai, 
hak sewa, atau hak milik atas satuan rumah susun (sarusun) dengan izin tertentu. 
Sementara hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) memberikan 
kesempatan bagi WNA atau badan hukum asing untuk menguasai tanah di Indonesia 
dalam bentuk yang lebih terbatas, dengan ketentuan dan batasan yang ketat.  

Negara tetap mempertahankan hak penguasaan atas tanah dan mengatur 
kepemilikan tanah untuk menjaga kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini 
mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang ada, yaitu prinsip kedaulatan negara, 
keadilan sosial, dan keberlanjutan dalam pengelolaan tanah, yang pada akhirnya 
bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan mencegah penyalahgunaan 
tanah oleh pihak asing. 

Namun demikian, meskipun UUPA secara jelas mengatur bahwa Warga Negara 
Asing (WNA) tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, kenyataannya, 
praktik hukum menunjukkan bahwa ada sejumlah cara yang digunakan oleh WNA 
untuk menguasai tanah. Salah satu cara yang paling umum adalah melalui perjanjian 
nominee. Dalam praktiknya, WNA seringkali menggunakan nama Warga Negara 
Indonesia (WNI) untuk melakukan pembelian atau penguasaan tanah, dengan 
perjanjian yang secara teknis menyatakan bahwa tanah tersebut "dimiliki" oleh WNI 
sebagai nominee. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pembatasan 
hukum yang ada terhadap kepemilikan tanah oleh WNA. 

Perjanjian nominee ini secara prinsip merupakan bentuk perjanjian yang dibuat 
untuk meminjamkan nama atau "meminjamkan" identitas WNI agar tanah atau aset 
lainnya dapat dikuasai oleh pihak asing. Meskipun perjanjian ini sering digunakan 
dalam praktik, secara hukum perjanjian nominee bertentangan dengan ketentuan 
dalam UUPA yang mengatur tentang pembatasan kepemilikan tanah oleh WNA. 
Praktik ini dapat menimbulkan potensi masalah hukum, karena meskipun secara 
formal tanah tercatat atas nama WNI, hak kepemilikan sebenarnya tetap berada pada 
WNA. Hal ini menimbulkan keraguan dan ketidakpastian hukum, baik bagi pihak yang 
terlibat dalam transaksi tersebut maupun bagi negara. 

Selain itu, praktik penggunaan nominee juga dapat membuka celah bagi pihak 
asing untuk menguasai lebih banyak aset, baik itu berupa tanah maupun saham, yang 
seharusnya hanya dapat dimiliki oleh WNI. Hal ini berpotensi merugikan 
perekonomian nasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mengatur 
pembatasan kepemilikan oleh WNA, yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan 
dan kepentingan nasional Indonesia. 

Secara keseluruhan, penguatan aturan pertanahan sangat penting untuk 
mencegah WNA dengan mudah menghindari pembatasan hukum kepemilikan tanah 
di Indonesia.[13] Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap transaksi 
pertanahan yang melibatkan WNA, serta penegakan hukum yang konsisten, sangat 
diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan hukum. Pengawasan 
ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum, tetapi juga untuk 



J R H 
 

Reformasi Hukum | Vol. 28(2) Agustus 2024  p. 159  

melindungi kepentingan nasional dan mencegah potensi kerugian yang timbul akibat 
penguasaan tanah oleh pihak asing secara ilegal. 

3.2 Keabsahan Perjanjian Nominee Dalam Praktik Hukum Indonesia 
Perjanjian Nominee, yang sering disebut sebagai perjanjian pinjam nama, 

merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih, di mana salah 
satu pihak (nominee) setuju untuk bertindak atas nama pihak lain (beneficial owner) 
dalam hal kepemilikan atau pengelolaan suatu aset.[14] Praktik ini kerap dijadikan 
cara untuk menghindari pembatasan hukum yang ada, terutama dalam hal 
kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) yang diatur dalam Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) dan regulasi terkait lainnya. Perjanjian Nominee 
dibuat dengan tujuan agar pihak asing dapat memiliki aset, seperti tanah atau saham, 
yang secara hukum tidak bisa dimiliki oleh WNA. 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mengatur bahwa 
tanah di Indonesia merupakan milik negara, dan hanya warga negara Indonesia yang 
memiliki hak milik atas tanah. Dalam Pasal 21 Ayat (1) UUPA, dijelaskan bahwa WNA 
tidak dapat memiliki hak milik atas tanah, meskipun dalam kondisi tertentu, mereka 
dapat memperoleh hak pakai atau hak sewa. Berdasarkan ketentuan ini, perjanjian 
nominee yang sering digunakan oleh WNA untuk "meminjam" nama WNI agar bisa 
menguasai tanah bertentangan dengan aturan yang ada [5], karena pada dasarnya 
perjanjian ini dimaksudkan untuk mengakali hukum yang mengatur kepemilikan 
tanah oleh WNA.[15] 

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 
perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mengikatkan 
dirinya pada orang lain atau lebih. Perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat 
yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, 
kecakapan para pihak, objek yang jelas dan halal, serta sebab yang tidak bertentangan 
dengan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian nominee secara teori 
dapat memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah, asalkan tidak melanggar 
ketentuan hukum yang lebih tinggi, seperti UUPA dan peraturan yang mengatur 
pembatasan kepemilikan tanah oleh WNA.[16] 

Namun, pada praktiknya, perjanjian nominee sering kali dibuat untuk 
menghindari pembatasan hukum yang ada, sehingga perjanjian ini menjadi bentuk 
penyalahgunaan hukum.[5, 17] Perjanjian yang dilakukan dengan tujuan untuk 
mengakali hukum dan menghindari ketentuan yang berlaku dapat dibatalkan atau 
dianggap tidak sah. Dalam hal ini, perjanjian nominee yang dilakukan untuk tujuan 
yang bertentangan dengan UUPA dan peraturan lainnya akan dianggap batal demi 
hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang mengatur bahwa perjanjian yang 
bertentangan dengan ketertiban umum atau hukum yang berlaku tidak memiliki 
kekuatan hukum.[5, 18] 

Selain dalam hal kepemilikan tanah, praktik perjanjian nominee juga banyak 
digunakan dalam kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas (PT). Dalam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 48 Ayat (1) 
mengatur bahwa saham dalam suatu perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, 
namun tidak menyebutkan larangan khusus terhadap penggunaan nominee dalam 
kepemilikan saham. Namun, Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pasar Modal 
No. 8 Tahun 1995 menegaskan larangan untuk membuat perjanjian yang menyatakan 
bahwa kepemilikan saham dalam suatu PT adalah atas nama orang lain. 

Dalam hal ini, praktik perjanjian nominee dalam kepemilikan saham akan 
dianggap bertentangan dengan hukum pasar modal dan perseroan terbatas karena 
dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan sistem. Oleh karena 
itu, perjanjian nominee dalam hal ini juga dapat dianggap tidak sah, karena 
bertentangan dengan peraturan yang melarang penunjukan pihak lain untuk menjadi 
pemegang saham atas nama orang lain. 

Salah satu alasan utama mengapa perjanjian nominee dianggap ilegal adalah 
karena praktik ini sering kali digunakan untuk menyiasati pembatasan hukum yang 
ada, terutama dalam kepemilikan tanah oleh WNA.[19] Meskipun perjanjian nominee 
dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hak milik atas tanah atau saham, pada 
kenyataannya, tujuan tersebut melanggar prinsip dasar dalam hukum Indonesia yang 
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mengatur tentang kepemilikan tanah dan peraturan terkait penanaman modal. 
Selain itu, praktik ini juga menimbulkan ketidakadilan sosial, karena dapat 

membuka celah bagi pihak asing untuk menguasai aset yang seharusnya dikuasai oleh 
WNI. Dalam hal ini, praktik perjanjian nominee berpotensi merugikan kepentingan 
nasional, sosial, dan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, perjanjian nominee tidak 
hanya dipandang bertentangan dengan hukum, tetapi juga dengan prinsip-prinsip 
keadilan sosial yang menjadi dasar pengaturan hukum di Indonesia. 

Perjanjian nominee dalam praktik hukum Indonesia tidak sepenuhnya sah, 
terutama apabila bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur kepemilikan 
tanah oleh WNA dan ketentuan dalam hukum pasar modal serta perseroan terbatas.  

3.3 Studi Kasus Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing di Bali Berdasarkan 
Putusan No. 274/Pdt.G/2020/PN Dps 

3.3.1 Skema Perjanjian Nominee dalam Kasus Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara 
Asing di Bali 

Pada tahun 2011, Bella Isa Widyalaksita membeli tanah dengan sertifikat Hak 
Milik No. 6196/Canggu di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, 
Bali, seluas 790 m². Meskipun tanah tersebut terdaftar atas nama Penggugat, 
kenyataannya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan II melalui serangkaian 
perjanjian yang disusun oleh Tergugat III. Perjanjian-perjanjian ini termasuk 
perjanjian sewa menyewa dan jual beli yang memberikan kendali atas tanah tersebut 
kepada Tergugat I dan II tanpa mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.[20] 

Dalam kasus Putusan No. 274/Pdt.G/2020/PN Dps, Penggugat, Bella Isa 
Widyalaksita, menggugat Tergugat I, Andrew Michael Lech Krzywniak, dan Tergugat 
II, Matthew Charles John Talbot, yang keduanya adalah warga negara Australia, serta 
Tergugat III, Njoman Sutjining, seorang notaris. Kasus ini berfokus pada pelanggaran 
hukum terkait perjanjian nominee dan sewa menyewa tanah oleh warga negara asing 
di Indonesia. 

Pada kasus Bella Isa Widyalaksita, skema perjanjian nominee digunakan untuk 
mengakali regulasi yang melarang kepemilikan tanah oleh WNA di Indonesia. Skema 
ini melibatkan penggunaan nama warga negara Indonesia (WNI) sebagai pemilik 
tanah secara resmi, sementara kontrol dan manfaat tanah tetap berada di tangan 
WNA. Bella Isa Widyalaksita membeli tanah yang secara formal terdaftar atas 
namanya. Namun, melalui serangkaian perjanjian dengan Tergugat I dan II, warga 
negara Australia, serta bantuan dari Tergugat III, seorang notaris, hak penguasaan 
dan manfaat tanah tersebut disamarkan dan dialihkan kepada WNA. 

Pertemuan antara Bella Isa Widyalaksita dengan Tergugat I dan II dimulai dari 
jaringan pertemanan dan bisnis yang berkaitan dengan sektor properti di Bali. Warga 
negara Australia tersebut tertarik untuk berinvestasi di Bali karena potensinya yang 
besar sebagai destinasi wisata internasional. Namun, mereka menghadapi hambatan 
regulasi yang melarang kepemilikan tanah oleh WNA secara langsung sesuai Pasal 26 
Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.[21] Melalui pertemuan-
pertemuan informal dan acara-acara bisnis, Tergugat I dan II berkenalan dengan Bella 
Isa Widyalaksita, seorang warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman dalam 
transaksi properti lokal. 

Tergiur oleh tawaran keuntungan finansial yang besar, Bella Isa Widyalaksita 
menyetujui untuk menjadi nominee dalam transaksi ini. Notaris, Tergugat III, 
memainkan peran kunci dalam penyusunan dan penandatanganan akta-akta yang 
diperlukan untuk melaksanakan perjanjian nominee ini. Beberapa akta yang disusun 
oleh notaris mencakup perjanjian sewa-menyewa dengan jangka waktu panjang dan 
nominal sewa yang sangat rendah, serta perjanjian jual beli dengan ketentuan yang 
memungkinkan WNA untuk mengklaim hak kepemilikan de facto atas tanah tersebut. 

Dalam menjalankan peranannya, notaris, yang diidentifikasi sebagai Tergugat 
III, menyusun sejumlah akta legal yang berfungsi sebagai perangkat untuk 
menyamarkan kepemilikan dan penguasaan tanah oleh WNA. Salah satu perjanjian 
yang disusun adalah perjanjian sewa-menyewa dengan jangka waktu yang sangat 
panjang dan biaya sewa yang jauh di bawah nilai pasar. Perjanjian ini secara efektif 
memberikan kendali penuh atas tanah kepada Tergugat I dan II, meskipun secara 
formal tanah tersebut tetap terdaftar atas nama Bella Isa Widyalaksita. 
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Notaris juga menyusun perjanjian jual beli yang berisi ketentuan-ketentuan yang 
menguntungkan WNA, seperti hak untuk membeli tanah tersebut dengan harga yang 
sangat rendah atau bahkan simbolis pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu, 
notaris juga menambahkan klausul-klausul dalam perjanjian yang memungkinkan 
Tergugat I dan II untuk memanfaatkan tanah tersebut seolah-olah mereka adalah 
pemilik sahnya. Akta-akta tersebut dibuat dengan tujuan memberikan jaminan 
legalitas kepada Tergugat I dan II, meskipun pada kenyataannya, tindakan ini 
melanggar regulasi yang ada di Indonesia. 

Setelah beberapa waktu, Bella Isa Widyalaksita mulai merasa tidak nyaman 
dengan skema perjanjian nominee yang telah dia sepakati. Ketidaknyamanan ini 
semakin meningkat ketika dia menyadari bahwa kendali penuh atas tanah tersebut 
sepenuhnya berada di tangan Tergugat I dan II, serta adanya risiko hukum yang 
mungkin dia hadapi akibat keterlibatannya dalam perjanjian tersebut. Bella merasa 
bahwa perjanjian tersebut tidak hanya merugikan dirinya tetapi juga melanggar 
hukum yang berlaku di Indonesia. Merasa dirinya dimanfaatkan, Bella memutuskan 
untuk menggugat Tergugat I dan II ke pengadilan. Dia mengklaim bahwa perjanjian 
nominee tersebut adalah bentuk penyelundupan hukum dan melanggar ketentuan 
Undang-Undang Pokok Agraria serta KUH Perdata. Bella juga menggugat Tergugat III, 
notaris yang terlibat, atas peran aktifnya dalam menyusun dan menandatangani akta-
akta yang memungkinkan perjanjian tersebut. 

Penyusunan akta-akta ini tidak hanya bertentangan dengan hukum agraria 
Indonesia terutama Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Pokok 
Agraria No. 5 Tahun 1960 mengenai larangan pengalihan hak milik atas tanah oleh 
WNI kepada WNA, tetapi juga menempatkan Bella Isa Widyalaksita dalam posisi yang 
rentan terhadap risiko hukum yang signifikan. Akibat dari perjanjian ini, Bella bisa 
dianggap sebagai pihak yang melakukan penyelundupan hukum, karena nama dan 
identitasnya digunakan untuk menyamarkan kepemilikan tanah oleh WNA, yang 
jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.[22] 

Lebih lanjut, praktik semacam ini juga dapat merugikan masyarakat lokal. 
Spekulasi harga tanah yang diakibatkan oleh kepemilikan tanah yang tidak sah oleh 
WNA dapat menyebabkan lonjakan harga tanah yang tidak terkontrol, sehingga 
masyarakat lokal semakin sulit untuk memiliki atau mengakses tanah di wilayah 
mereka sendiri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang 
ketat dan pengawasan yang efektif terhadap notaris dan pihak-pihak yang terlibat 
dalam penyusunan perjanjian nominee.[23] 

3.3.2 Pelanggaran Hukum dalam Perjanjian Nominee dan Sewa Menyewa Tanah oleh 
Warga Negara Asing di Indonesia 

Perjanjian nominee adalah skema di mana warga negara Indonesia (WNI) 
digunakan sebagai "pemilik" tanah secara resmi, sementara warga negara asing 
(WNA) yang sebenarnya mengendalikan dan menikmati manfaat dari tanah 
tersebut.[24] Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan UUPA tetapi juga 
merugikan masyarakat lokal dengan menaikkan harga tanah secara signifikan, 
sehingga masyarakat lokal semakin sulit untuk memiliki atau mengakses tanah di 
wilayah mereka sendiri.[7] Hal ini melanggar prinsip dasar yang tercantum Pasal 9 
Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yakni asas nasionalitas bahwa 
hanya WNI yang dapat hak kepemilikan atas tanah di Indonesia. 

Dalam konteks hukum, perjanjian nominee dianggap sebagai bentuk 
penyelundupan hukum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perjanjian tersebut 
bertujuan untuk mengakali regulasi yang melarang kepemilikan tanah oleh WNA. 
Perjanjian ini melibatkan praktik penipuan di mana orang asing mengendalikan tanah 
di Indonesia dengan menggunakan nama warga negara Indonesia pada sertifikat 
tanah, bertentangan dengan hukum.[25] 

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), 
perbuatan melawan hukum (PMH) didefinisikan sebagai "tiap perbuatan melanggar 
hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena 
salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut".[26] 

Menurut Maria S.W. Sumardjono, perjanjian semacam ini melanggar prinsip-
prinsip Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang melarang 



J R H 

p. 162  Rinaldi Ridhogusti, et.al. | Implikasi Perjanjian Nominee  

kepemilikan tanah oleh WNA. Penggunaan WNI sebagai nominee untuk mengakali 
hukum agraria dianggap sebagai tindakan melawan hukum.[27] 

Dalam Putusan No. 274/Pdt.G/2020/PN Dps, majelis hakim menilai bahwa 
perjanjian nominee dan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh Bella Isa 
Widyalaksita dengan Andrew Michael Lech Krzywniak dan Matthew Charles John 
Talbot, melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hakim memutuskan bahwa 
perjanjian-perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 Ayat (4) KUHPerdata 
tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya mengenai sebab yang halal (cause licite). 
Pasal ini mensyaratkan bahwa sebab dari suatu perjanjian harus sesuai dengan 
hukum dan ketertiban umum.[28] 

Perjanjian tersebut bertujuan untuk menyembunyikan kepemilikan tanah oleh 
warga negara asing (WNA), bertentangan dengan hukum agraria Indonesia.[29] 
Kasus ini menyoroti pentingnya mematuhi prinsip-prinsip dan peraturan hukum, 
terutama dalam transaksi yang melibatkan kepemilikan tanah, untuk memastikan 
kepatuhan terhadap hukum dan mencegah pengelakan peraturan dengan 
menggunakan perjanjian calon untuk mengaburkan kepemilikan aktual. 

Salah satu dasar utama pelanggaran hukum dalam perjanjian nominee adalah 
pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa untuk 
sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan 
dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, 
dan suatu sebab yang halal (cause licite). Dalam perjanjian ini meski adanya 
kesepakatan para pihak namun terdapat syarat yang harus dipenuhi yakni adanya 
suatu sebab yang halal sehingga tujuan dari perjanjian tersebut harus sesuai dengan 
hukum dan ketertiban umum. Perjanjian Nominee tidak memenuhi syarat sahnya 
perjanjian menurut Pasal 1320 Ayat (4) KUH Perdata, terutama pada syarat tujuan 
yaitu sebab yang halal, sehingga perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.[30] 

Lebih lanjut, akta-akta notaris yang dibuat dalam rangka perjanjian nominee 
dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal 
ini berarti bahwa segala perjanjian dan transaksi yang didasarkan pada akta-akta 
tersebut tidak diakui secara hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim 
hak atas tanah.[31] 

Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta perjanjian, termasuk 
perjanjian nominee. Menurut UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris 
harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak 
boleh terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum atau etika profesi.[32] 

Dalam kasus Putusan No. 274/Pdt.G/2020/PN Dps, notaris yang terlibat dalam 
pembuatan akta perjanjian nominee dianggap melanggar kode etik profesi karena 
membantu menyusun dan menandatangani akta-akta yang bertujuan untuk 
mengelabui regulasi hukum. Lebih lanjut, notaris yang terlibat dalam penyusunan 
akta-akta yang melanggar hukum ini juga dapat dikenai sanksi administratif atau 
pidana. Implementasi sanksi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa notaris 
menjalankan tugasnya dengan integritas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku.[23] 

Notaris diharapkan bertindak dengan integritas dan sesuai dengan hukum untuk 
menjaga kredibilitasnya, sebagaimana ditekankan oleh perlunya kepatuhan terhadap 
fondasi hukum di Indonesia ketika membuat dokumen hukum seperti perjanjian 
calon. Selain itu, Kode Etik Notaris Publik di Indonesia, yang ditegakkan oleh INI, 
memastikan bahwa standar etika ditegakkan melalui berbagai sanksi, menyoroti 
pentingnya perilaku etis dalam profesi notaris.[33] 

Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia menegakkan prinsip-
prinsip UUPA secara ketat, dengan tujuan untuk mencegah penyelundupan hukum 
melalui perjanjian nominee dan sewa menyewa yang disusun untuk mengelabui 
regulasi tentang kepemilikan tanah oleh WNA. Implementasi dan penegakan hukum 
yang tegas diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional, serta 
untuk memastikan bahwa tanah di Indonesia tetap berada di bawah kontrol dan 
pengelolaan warga negara Indonesia.[34] 
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3.3.3 Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Nominee dan Sewa Menyewa Tanah oleh 
Warga Negara Asing di Indonesia 

Putusan No. 274/Pdt.G/2020/PN Dps menyatakan bahwa perjanjian nominee 
dan akta-akta yang menyertainya batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat. Keputusan ini memiliki beberapa implikasi hukum yang penting. 
Pembatalan perjanjian tersebut menegaskan bahwa semua perjanjian dan akta yang 
dibuat dalam konteks perjanjian nominee dinyatakan tidak sah dan tidak dapat 
dijadikan dasar hukum untuk mengklaim hak atas tanah.[35] Ini berarti bahwa tanah 
yang secara formal terdaftar atas nama WNI tetapi dikendalikan oleh WNA harus 
dikembalikan kepada kondisi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana 
hanya WNI yang dapat memiliki tanah tersebut secara sah.[6] 

Keputusan ini juga memperkuat posisi hukum Indonesia dalam melarang 
perjanjian nominee dan menegaskan komitmen negara dalam menegakkan UUPA No. 
5 Tahun 1960. Hal ini dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan 
dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan notaris dan pihak-pihak lain yang 
terlibat dalam transaksi properti.[36] Keputusan pengadilan ini juga menegaskan 
pentingnya integritas dalam profesi notaris. Notaris yang terlibat dalam pembuatan 
akta-akta ilegal dapat dikenai sanksi administratif dan pidana sesuai dengan UU No. 
2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sanksi ini penting untuk menjaga integritas 
profesi notaris dan memastikan bahwa mereka mematuhi kode etik dan peraturan 
yang berlaku.[37] Dengan demikian, notaris diharapkan dapat menjalankan tugasnya 
dengan penuh tanggung jawab dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang 
melanggar hukum. Keputusan pengadilan juga memiliki dampak hukum yang 
signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian nominee. Para WNA yang 
terlibat dalam perjanjian nominee kehilangan hak atas tanah yang mereka kontrol 
secara de facto. Mereka juga dapat dikenai denda atau sanksi lain yang ditetapkan oleh 
pengadilan.[38] Selain itu, keputusan ini menegaskan bahwa WNA tidak dapat 
menggunakan celah hukum untuk menguasai tanah di Indonesia, sehingga 
melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional atas sumber daya tanah. 

Penggugat yang terlibat dalam perjanjian nominee dapat mengklaim kembali 
hak atas tanah tersebut sesuai dengan keputusan pengadilan. Namun, mereka juga 
harus menghadapi implikasi hukum dari keterlibatan mereka dalam praktik ilegal 
tersebut. Keputusan ini memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat lokal dari 
praktik-praktik ilegal yang merugikan mereka. Hal ini diharapkan dapat mencegah 
spekulasi harga tanah dan memastikan bahwa tanah tetap dimiliki dan dikelola oleh 
warga negara Indonesia. 

Implikasi hukum dari keputusan pengadilan ini juga mencakup dampak jangka 
panjang terhadap pasar properti di Indonesia. Dengan ditegakkannya hukum yang 
melarang perjanjian nominee, diharapkan akan tercipta pasar properti yang lebih 
sehat dan adil. Harga tanah akan lebih stabil dan mencerminkan nilai sebenarnya, 
bukan nilai yang dipengaruhi oleh spekulasi ilegal. Hal ini akan memberikan 
keuntungan bagi masyarakat lokal yang ingin membeli atau mengembangkan 
properti.[39] Praktik perjanjian nominee memiliki dampak sosial yang signifikan, 
terutama di daerah-daerah yang menjadi tujuan investasi asing seperti Bali. Salah satu 
dampak utama adalah kenaikan harga tanah yang tidak terkendali. Ketika WNA 
menggunakan perjanjian nominee untuk menguasai tanah, permintaan terhadap 
tanah meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan harga tanah. Hal ini 
menyulitkan masyarakat lokal untuk membeli atau memiliki tanah di wilayah mereka 
sendiri. Kenaikan harga tanah ini tidak hanya membuat properti menjadi tidak 
terjangkau bagi masyarakat lokal, tetapi juga dapat menyebabkan migrasi penduduk 
lokal ke daerah lain yang lebih terjangkau. Akibatnya, terjadi pergeseran demografi 
yang bisa merusak struktur sosial dan komunitas lokal.[40] 

Kenaikan harga tanah dan penguasaan tanah oleh WNA melalui perjanjian 
nominee juga dapat memicu ketegangan sosial. Masyarakat lokal merasa terdesak 
oleh praktik-praktik ini dan melihatnya sebagai bentuk kolonialisasi ekonomi, di 
mana mereka kehilangan akses terhadap sumber daya tanah di daerah mereka 
sendiri. Ketegangan sosial ini bisa berujung pada konflik horizontal antara 
masyarakat lokal dan WNA, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan 
di wilayah tersebut.[41] Penguasaan tanah oleh WNA melalui perjanjian nominee 
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sering kali disertai dengan spekulasi harga tanah. Ini menciptakan ketidakstabilan di 
pasar properti, yang merugikan masyarakat lokal dan ekonomi secara 
keseluruhan.[42] Ketika tanah-tanah terbaik dan paling strategis dikuasai oleh WNA, 
masyarakat lokal kehilangan akses terhadap tanah yang dapat digunakan untuk 
pertanian, tempat tinggal, atau kegiatan ekonomi lainnya. Ini dapat menghambat 
pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesenjangan ekonomi.[43] 

Praktik perjanjian nominee juga dapat berdampak pada pengembangan 
infrastruktur dan pelayanan publik.[44] Ketika tanah-tanah strategis dikuasai oleh 
WNA, pemerintah lokal mungkin menghadapi kesulitan dalam merencanakan dan 
mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk masyarakat lokal. Hal ini dapat 
menghambat pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya 
yang sangat dibutuhkan oleh penduduk lokal. Selain itu, alokasi sumber daya publik 
mungkin terfokus pada daerah-daerah yang telah dikuasai oleh WNA, yang 
mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembangunan.[45] 

Dampak jangka panjang dari praktik perjanjian nominee juga mencakup erosi 
budaya dan identitas lokal. Ketika tanah-tanah adat atau wilayah-wilayah bersejarah 
diambil alih oleh WNA melalui perjanjian nominee, masyarakat lokal kehilangan 
bagian penting dari warisan budaya mereka. Ini dapat mengurangi nilai-nilai budaya 
yang dijunjung tinggi oleh komunitas lokal dan merusak identitas sosial yang telah 
terbangun selama berabad-abad. Dalam jangka panjang, hilangnya tanah adat dan 
situs-situs bersejarah ini dapat mengakibatkan hilangnya pengetahuan tradisional 
dan praktik budaya yang penting.[23] 

Untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi ini, diperlukan langkah-langkah 
kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat 
regulasi yang mengatur kepemilikan tanah oleh WNA dan memastikan bahwa 
peraturan tersebut ditegakkan dengan ketat.[46] Selain itu, pemerintah harus 
menyediakan program-program yang mendukung akses masyarakat lokal terhadap 
tanah dan sumber daya lainnya. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas sangat 
penting untuk mencegah praktik perjanjian nominee. Pemerintah harus 
memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan 
kepemilikan tanah. Ini termasuk denda, pencabutan izin, dan hukuman pidana bagi 
notaris dan pihak lain yang terlibat dalam praktik perjanjian nominee.[47] 
Implementasi kebijakan dan regulasi harus dipantau dan dievaluasi secara berkala 
untuk memastikan efektivitasnya. Pemerintah perlu melakukan kajian dan penelitian 
untuk menilai dampak dari kebijakan yang diterapkan dan melakukan perbaikan jika 
diperlukan. 

Selain langkah-langkah kebijakan, penting bagi lembaga adat di Bali dan daerah 
lainnya untuk lebih terlibat dalam pengawasan dan perlindungan hak atas tanah, 
serta berperan aktif dalam mendorong implementasi kebijakan yang sesuai dengan 
nilai-nilai lokal. Dengan pendekatan yang melibatkan kearifan lokal dan penegakan 
hukum yang tegas, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kemajuan 
ekonomi dan pelestarian adat serta keberlanjutan lingkungan di Bali dan seluruh 
Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai 
pengelolaan tanah juga sangat penting. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan agraria untuk memastikan bahwa 
kepentingan mereka terwakili dan terlindungi. Partisipasi aktif masyarakat dapat 
membantu menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan 
sumber daya tanah.[48] Penguatan kapasitas institusi lokal juga menjadi kunci dalam 
mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari perjanjian nominee. Pemerintah harus 
memperkuat kapasitas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga-lembaga 
terkait lainnya untuk mengawasi dan menegakkan peraturan kepemilikan tanah. 
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu diberdayakan untuk mengambil peran aktif 
dalam pengelolaan tanah di wilayah mereka. Dengan memperkuat institusi lokal, 
diharapkan akan tercipta sistem pengelolaan tanah yang lebih efektif dan 
transparan.[49] 

 

4. Kesimpulan 
Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian nominee yang melibatkan WNA 

dalam kepemilikan tanah di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Putusan No. 
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274/Pdt.G/2020/PN Dps, melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Praktik ini bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), dan Pasal 26 Ayat 

(2) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, serta Pasal 1320 Ayat (4) KUH 

Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Selain itu, perjanjian 

nominee ini juga melibatkan notaris yang berisiko dikenakan sanksi administratif 

atau pidana sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 
Di sisi lain, praktik ini tidak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga 

membawa dampak sosial dan ekonomi yang merugikan. Dampaknya meliputi 
kenaikan harga tanah yang tidak terkendali, ketegangan sosial di masyarakat, serta 
ketidakstabilan pasar properti yang dapat merugikan masyarakat lokal.  

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret yang meliputi 
penegakan hukum yang lebih ketat dengan meningkatkan pengawasan terhadap 
praktik perjanjian nominee dan memberikan sanksi tegas terhadap semua pihak yang 
terlibat, baik itu WNA, notaris, maupun pihak lainnya. Selain itu, penguatan regulasi 
terkait kepemilikan tanah oleh WNA juga perlu dilakukan dengan memperjelas dan 
mempertegas ketentuan yang ada, serta menciptakan mekanisme pengawasan yang 
lebih efektif guna mencegah penyalahgunaan. Peningkatan pengawasan dan edukasi 
hukum juga sangat penting, dengan melibatkan lembaga pengawas seperti Badan 
Pertanahan Nasional (BPN), serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dan 
pihak terkait mengenai bahaya hukum dari praktik perjanjian nominee dan 
pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, 
diharapkan praktik perjanjian nominee dapat dihentikan dan kepemilikan tanah di 
Indonesia tetap dikelola secara adil dan berkelanjutan oleh warga negara Indonesia. 
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